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HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

dalam Kajian Teori dan Praktik

ukum Administrast Negara mengatur bagian darl proses

penyelenggaraan negara dalam bentuk pelayanan publik,

termasuk mengatur hubungan hukum antara lembaga negara dan
hubungan lembaga negara dengan masyarakat, Hukum Administrasi
Negara adalah rangkatian atwran-aturan hukum yang harus diperhatikan
oleh alat-alat perlengkapan negara di dalam menjalankan tugasnya,

Dalam buku ini penulis menjelaskan negara hukum dan sistem
pemerintahan termasuk ruang lingkup dan objeknya, Dalam menjulankan
pemerintahan diperlukan sebuah instrumen dalam penyelenggaraan
pemerintahan sehingga legalitas sebuah kegiatan dalam pengelolaan
administrasi negara dapat dipertanggungjawabkan, Di samping itu semua
permasalahan dan jalan Keluarnya dalam penyelenggarann negara
termasuk dalam penyelesaian sengketa akan dianalisis secara mendalam
berdasarkan konsep hukum administrasi negara dan konsep
penyelenggaraan otonomi daerah,

Buku ini dapat dijadikan sebuah bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi
setiap pejabat negara, politkus, dan masyarakat dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pelayanan publik, selain it dapat digunakan oleh

kalangan akademisi yang sedang menekuni ilmu hukum, terkhusus hukum
ketatanegaraan di Indonesia.




